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TENTA![G

PEMBENTT'KAIT TIM
EVALUASI RANCANGAIT PERATURAIT DAERAH KABUPATEIT/KOTA TEITTANG
AN(X}ARAIT PEI{DAPATAN DA.r{ BELANJA DAERAH TAHI'IT AITGGARAN 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur La.mpung
tentang Pembentukan Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten/ Kota tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran2022;
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor t1 Tahun 2020;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 Pelaksanaan T\rgas
dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Telcris Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan peraturan Daerah
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan peraturan kipala
P"g.uh tentang Penjabaran perubahan Anggaran pendapatan dan
Belanja Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2O2l tentang
Peraturan Pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 33 Tahui2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur
Sebagai Wakil Pemerintah pusat;

7. Peraturan Menteri Daram Negeri Nomor 27 Tahun 2o2r tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Oae."fiTahun Anggaran 2022;

Mengingat



Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERIfi R TEITTANG PEMBEITTT KAN TIM
EVALUASI RAITCAITGAN PERATURAN DAERATI KABI'PATEW/KOTA
TEITTAITG AI{GGARAIT PEITDAPATAI| DAN BELAITJA DAERATI
TAIIUI AIT(X}ARAII 2022.

KF,SATU : Membentuk Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten/ Kota tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022, dengan susunan personalia sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas
melaksanakan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten/Kota tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan
Bupati/Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan
Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

KEfIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim evaluasi sebagaimana dimaksud
pada Diktum Kesatu, dibantu Sekretariat Tim Pelaksana yang
berkedudukan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana
tercantum dalam I-ampiran I Keputusan ini.

I(EEMPAT : Tim dan Sekretariat Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum
Kesatu dan Diktum Ketiga mempunyai rincian tugas sebagaimana
tercantum dalam l,ampiran II Keputusan ini.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim dan Sekretariat Tim Pelaksana
sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dan Diktum Ketiga diberikan
honorarium selama 6 (enam) bulan untuk masing-masing kegiatan:
a. evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota

tentang Peruba_han Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggarala 2022;

b. evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggalran 2023;

terhitung mulai bulan Januari 2022 satnpai dengan bulan Desember
2022.

NEEIYAM : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan
kepada Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah provinsi L^ampung
Tahun Anggaran 2022, daJarn Dokumen pelaksanaan Anggaran Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah provinsi Lampung.

KEtUJUH : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan
tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab
kepada Gubernur L,ampung.
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8. Peraturan Daerah Provinsi l,ampung Nomor 13 Tahun 2021
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2O22;

9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 57 Tahun 2O2l tentarlg
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022;

MEMUTUSI{A.IT:



KEDELAPAN

Tembusan :

1. Meateri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubemur Laropung (sebagai laporan) di Teluk Betung;
3. Pimpinan DPRD Proyinsi Lampung di Teluk Betung;
4. Bupati/Walikota se-Provinsi lampung;
5. Masing-aasing Anggota Tim Yang Bersangkutan.
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Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tan ggal

DARMINTO

.:a_?

?J

A ria t:
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LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
LAMPUNG
NoMoR I G/12lvI.o2/HKl2o2r
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM EVALUASI RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

SUST'I{AIY PERSOIYALIA
TIM DAI{ SEKRETARIAT TIM PELAKSAI{A EIIAI,UASI RANCAIYGAN PERATURAIT

DAERATT r{ABUpATElrr[ffififfiXlHriH,::ffi,1?BAPATAN DAlt BELANJA

A TIM TVAI,UASI RAIYCAI{GA.IT PERATURAIT
TENTANG AITGGARAN PEITDAPATAN DAN
ANGGARAN 2022

I. Pengarah

II. Penanggungjawab

III. Ketua

IV. Wakil Ketua

V. Sekretaris

VI. Anggota

DAERAH KABUPATEIT/KOTA
BELANJA DAERAH TAHUN

: Sekretaris Daerah Provinsi Lampung

: Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Lampung

: Kepala Bidang Evaluasi dan Pembinaan
Kabupaten / Kota dan Investasi Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi l,ampung

Kepala Bagian Pembinaan dan
Hukum Kabupaten/Kota Biro
Daerah Provinsi t ampung

Pengawasan Produk
Hukum Sekretariat

Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pembinaan APBD
Kabupaten/ Kota Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Provinsi Lampung

1. Kepala Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Prouinsi Lampung

2. Analis Hukum Ahli Muda Sub Koordinator Sub
Substansi Pembinaan dan Pengawasan Produk
Hukum Daerah Wilayah II pada Bagian Pembinaan
dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota
Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung

3. M. KAISARUDDIN., S.E., M.M (Analis Pembinaan
Pelaksanaan Anggaran pada Sub Bidang Evaluasi
dan Pembinaan APBD Kabupaten/Kota Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
l,ampung)

4. EVA NOVITASARI., S.lP., M.M (Analis pembinaan
Pelaksanaan Anggaran pada Sub Bidang Evaluasi
dan Pembinaan APBD Kabupaten/Kota Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah provinsi
Lampung)

5. ASIH PURWANTI., S.IP (Analis pembinaan
Pelaksanaan Anggaran pada Sub Bidang Evaluasi
dan Pembinaan APBD Kabupaten/Kota Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah provinsi
Lampung)
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B. SEI(RETARIA.T TIM PELAKSAITA EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAII KABUPATEN/KOTA TEITTANG ANGGARAN PEI{DAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN AITGGARAN 2022

I. Ketua DESMI ANTHONL, A.Md (Pengelola Keuangan Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)

l. EMILIA GUSTINAWATL, S.E., M.M (Pengelola Keuangan Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)

2.LLZA GUSMARIDA., S.E (Pengelola Keuangan Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi la.mpung)

3. EKA YULIANTINA., S.E (Analis Investasi Pemerintah Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pro'..insi l,ampung)

4. RENDRA SETIAWAN., S.E (Analis Investasi Pemerintah Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi l,ampung)

5. ROHANA., S.l.Kom (Pengelola Keuangan Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)

6. ELI ASTUTI., B.A (Pengadministrasi Keuangan Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)

II. Anggota

DARMINTO

DAERAH,

H
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LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
LAMPUNG
NOMOR : Glt2/vI.O2lHK/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM EVALUASI RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

URAIAN TUGAS TIM DAN SEKRETARIAT TIM PELAI(SANA
EVALUASI RAITCANGAN PERATURAN DAIRAH XABUPATEN/KOTA TET{TANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAI{JA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

I. TIM EVALUASI RANCANGAIT PERATTIRAN
TEI{TANG ANGGARAIT PEITDAPATAI{ DAI{
AN(X}ARAI{ 2022

KABUPATEN/KOTA
DAERAH TAHUN

a. mengevaluasi kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Kabupaten/ Kota agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi dan Peraturan Daerah lainnya;

b. meneliti dan menganalisis konsistensi keterkaitan Program dan kegiatan pada
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), dan
Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/ Kota;

c. menganalisis sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dituangkan
dalam rancangan KUA dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dengan
kebijakan Pemerintah Provinsi dan Prioritas Pembangunan Nasional;

d. meneliti dan menganalisis pendapatan yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah,
Pendapatan Transfer dan t ain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;

e. menganalisis belanja pada tahun berkenaan dengan tahun sebelumnya terhadap
urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan,
pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan ralryat dan kawasan
permukiman, ketenteraman, keterliban umum, dan pelindungan masyarakat dan
sosial);

f. menganalisis belanja pada tahun berkenaan dengan tahun sebelumnya yang
berkaitan amanat peraturan perundang-undangan;

C. meneliti anggaran belanja yang dicantumkan dirinci menurut urusan pemerintahan
daerah, organisasi, program, kegiatan, jenis, obyek, dan rincian obyek belanja
daerah;

h. meneliti anggaran pembiayaan yang dicantumkan dirinci menurut urusan
pemerintahan daerah, organisasi, jenis, obyek, dan rincian obyek pembiayaan
daerah;

i. meneliti dan menganalisis sumber-sumber yang digunakan pemerintah daerah
untuk menutup defisit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

j. meneliti dan menganalisis upaya yang akan dilakukan pemerintah daerah
kabupaten/ kota dalam memanfaatkan surplus;

k. meleliti kepatuhan atas penyajian informasi dalam Rancangan peraturan Daerah
Kabupaten/Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan
fggtugn Bupati/walikota tentang Penjabaran perubahan ApBD Tahun Anggaran
2022 dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota tentang apBD lihun
Anggaran 2023 dar Rancangan Peraturan Bupati/walikota tentang penjabaran
APBD Tahun Anggaran 2023;

L meneliti kesesuaian Tata _Naskah Rancangan peraturan Daerah Kabupaten/ Kotatentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2o22 dan Rancangal peraturan
Bupati/walikota tentang penjabaran perubahan ApBD Tahun Angglran 2022 dan
Rancangan Peraturan_ Daerah Kabupaten/Kota tentang apBo iihun Anggaran
2023 d'an Rancangan- peraturan Bupati/walikota tentang penjabaran ApBD Tahun
Anggaran 2023 terhadap teknik penyusunan perat,ra., pe.,r.rd.rg-undangan;

DAERAH
BILAITJA



m. meneliti persetujuan bersama antara Bupati/Walikota dan DPRD terhadap
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2O22 d,at Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota tentang APBD
Tahun Anggaran 2023:

n. menyusun Keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten / Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dart
Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota tentang APBD
Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang
Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023;

o. melakukan konsultasi dengan Menteri Dalam Negeri terhadap Rancangan
Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan
Bupati/Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dan
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota tentang APBD Tahun Anggaran
2023 dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD Tahun
Anggaran 2023;

p. melakukan pencermatan terhadap tindak lanjut hasil evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran
2022 dar: Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2O22 d,an Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota
tentang APBD Tahun Anggaran 2023 d,an Rancangan Peraturan Bupati/Walikota
tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023; darr

q. memberikan nomor register Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten/ Kota tentang APBD Tahun Anggaran 2023.

SEITRETARIAT TTM PEI,AIGANA EVALUASI RAITCANGA"IT PERATURAN DAERAH
XABI'PATEN / KOTA TEITIAITG AN(X}ARAN PENDAPATAIT DAI{ BEL/INJA DAERAII
TAIIT'N AX(rcARA!T 2022

a. menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten/ Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dan
Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota tentang
APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang
Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 meliputi:
1. surat bupati/wali kota perihal penyampaian rancangan KUA dan rancangan

PPAS kepada DPRD kabupaten/ kota;
2. nota kesepakatan KUA dan PPAS;
3. surat bupati/wali kota perihal penyampaian rancangan peraturan daerah

kabupaten/kota tentang APBD kepada DPRD kabupaten/kota;
4. persetujuan bersama antara bupati/wali kota dan DpRD kabupaten/kota

terhadap rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang ApBD;
RPJMD;
risalah rapat;
nota keuangan;
pengantar nota keuangan;
tabel tahapan dan jadwal proses pen5rusunan ApBD;
daftar- sinlronisasi kebijakan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dengan
kebijakan Pemerintah Daerah provinsi dan kebijakan pemerintah pusat;

11. tabel konsistensi program, kegiatan, dan sub kegiatan pada RpJMD, RKpD,
KUA, PPAS, dan rancangan ApBD;

12. tabel format perhitungan alokasi fungsi pendidikan;
13. tabel format perhitungan alokasi anggaran kesehatan;
14' tabel alokasi belanja Daerah dalam rangka pemenuhan standar pelayanan

minimal; dan
15. dokumen pendukung lainnya sesuai dengan kebutuhan evaiuasi.

II.

5.
6.
7.

8.
9.
10
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b. menyiapkan berita acara atas penerimaan Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten/ Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2O22 dan
Rancangan Peraturan Bupati/Wdikota tentang Penjabaran Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota
tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan
Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023, serta
dokumen evaluasi lainnya yang dipersyaratJ<an;

c. menyiapkan tanda terima penyampaian dokumen evaluasi;
d. menyiapkan dan menyampaikan surat undangan rapat pembahasan evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2O22 dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang
Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2O22 dan Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten/ Kota tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan
Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023,
kepada anggota Tim;

e. mendistribusikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan
Bupati/Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaraa 2022
dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota tentang APBD Tahun
Anggaran 2O23 daurt Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran
APBD Tahun Anggaran 2023, kepada anggota Tim sebagai bahan dalam
melakukan evaluasi dan kajian;

f. mencatat jalannya rapat evaluasi; dan
g. menyiapkan berita acara hasil pelaksanaan rapat pembahasan evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota tentang Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2O22 dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang
Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2O22 dan Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten / Kota tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan
Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023.

h. menyiapkan bahan untuk dilakukan konsultasi kepada Menteri Dalam Negeri,
berupa:
1. draft final keputusan gubernur tentang hasil evaluasi rancangar

peraturan daerah kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan
peraturan bupati/wali kota tentang penjabaran APBD;

2. daftar sinlaonisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kebijakan
pemerintah pusat;

3. tabel konsistensi program, kegiatan, dan sub kegiatan pada RPJMD,
RKPD, KUA, PPAS, dan rancangan APBD;

4. tabel format perhitungan alokasi fungsi pendidikan;
5. tabel format perhitungan alokasi anggaran kesehatan;
6. tabel alokasi belanja Daerah dalam rangka pemenuhan standar pelayanan

minimal; dan
7. dokumen pendukung lainnya sesuai dengan kebutuhan.

ARIS DAERAH,

DARMIITTO
?--


